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BUPATI JOMBANG
PROVINSI JAWA TIMUR
PERATURAN BUPATI JOMBANG
NOMOR 19 TAHUN 2022
TENTANG

PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 60 TAHUN
2017 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH
KABUPATEN JOMBANG NOMOR 6 TAHUN 2017 TENTANG HAK

KEUANGAN DAN ADMINISTRATIF PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN JOMBANG

Menimbang :

Mengingat

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI JOMBANG,

a. bahwa Peraturan Bupati Jombang Nomor 60 Tahun 2017

1.

tentang Pedoman Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten
Jombang Nomor 6 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan
Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah Kabupaten Jombang sebagaimana telah
diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati
Nomor S5 Tahun 2022 masih belum memenuhi
perkembangan yang ada di lingkup Pemerintahan Kabupaten
Jombang, sehingga perlu disediakan;

bahwa untuk melaksanakan konsideran sebagaimana
dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Perubahan
Keempat atas Peraturan Bupati Nomor 60 Tahun 2017
tentang Pedoman Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten
Jombang Nomor 6 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan
Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah Kabupaten Jombang dalam Peraturan
Bupati;

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan
Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah
Istimewa Jogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1950 Nomor 32) sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan
Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II
Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12
Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota
Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa
Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogyakarta
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor
19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
2730);

Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 6 Tahun 2017
tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten
Jombang (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun
2017 Nomor 6/E, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten
Jombang Nomor 6/E);



3. Peraturan Bupati Jombang Nomor 60 Tahun 2017 tentang
Pedoman Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten
Jombang Nomor 6 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan
Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah Kabupaten Jombang (Berita Daerah
Kabupaten Jombang Tahun 2017 Nomor 60/E) sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 47 Tahun 2020
(Berita Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2020 Nomor
47 /E);

Memperhatikan: Laporan Hasil Pemeriksaan BPK Atas Laporan Keuangan

Menetapkan :

Pemerintah Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2021 Nomor:
48,B/LHP/XVIII.SBY/04 /2022 Tanggal 25 April 2022.

MEMUTUSKAN:

PERATURAN BUPATI JOMBANG TENTANG PERUBAHAN
KEEMPAT ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 60 TAHUN
2017 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PERATURAN
DAERAH KABUPATEN JOMBANG NOMOR 6 TAHUN 2017
TENTANG HAK KEUANGAN DAN ADMINISTRATIF PIMPINAN
DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN JOMBANG.

Pasal I

Ketentuan Pasal 4 ayat (5) dalam Peraturan Bupati Jombang
Nomor 60 Tahun 2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Peraturan
Daerah Kabupaten Jombang Nomor 6 Tahun 2017 tentang Hak
Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jombang (Berita Daerah
Kabupaten Jombang Tahun 2017 Nomor 60/E) sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati
Nomor 5 Tahun 2022 (Berita Daerah Kabupaten Jombang Tahun
2022 Nomor 5/E) dihapus, sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai
berikut:

Pasal 4

(1) Besaran Tunjangan Komunikasi Intensif sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a adalah
Rp. 14.700.000,- (empat belas juta tujuh ratus ribu
rupiah) setiap bulan.

(2) Besaran Tunjangan Reses sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a adalah Rp. 14.700.000,-
(empat belas juta tujuh ratus ribu rupiah) per kegiatan
reses per orang.

(3) Besaran Dana Operasional sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b adalah :

a. Ketua DPRD :Rp. 12.600.000,- (dua belas
juta enam ratus ribu rupiah);
dan

b. Wakil Ketua DPRD : Rp. 6.720.000,- (enam juta
tujuh ratus dua puluh ribu
rupiah).

(4) Tunjangan Reses sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
diberikan setiap melaksanakan reses.
(5) dihapus.



Pasal II
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan

Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya
dalam Berita Daerah Kabupaten Jombang.

Ditetapkan di Jombang
Pada tanggal 19 Me 2022
BUPATI JOMBANG,

ttd

MUNDJIDAH WAHAB

Diundangkan di Jombang
Pada tanggal 19 Mei 2022
SEKRETARIS DAERAH

KABUPATEN JOMBANG,

td

AGUS PURNOMO
BERITA DAERAH KABUPATEN JOMBANG TAHUN 2022 NOMOR 19/E
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